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Jakarta, 31 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan perkara 
perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Kamis (31/8) pukul 09.00 
WIB. Sidang ini diajukan oleh 2 (dua) Pemohon yaitu perkara dengan nomor registrasi 56/PHP.BUP-XV/2017 
dan 57/PHP.BUP-XV/2017 yang masing-masing diajukan oleh Paslon nomor urut 5 (lima), Benyamin Arisoy dan 
Nathan Bonay, dan Paslon nomor urut 4 (empat) Simon Atururi dan Isak Semuel Worabai. Seluruh Pemohon 
menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 
36/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 29 Juli 2017.  
 
Dalam sidang pertama (15/8), Pemohon perkara 56/PHP.BUP-XV/2017 menilai Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 penuh dengan praktik curang dan krisis integritas 
penyelenggara Pemilihan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang dan 
materi, pencoblosan ganda dan pencoblosan anak dibawah umur serta mobilisasi massa yang tidak terdaftar di 
dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemohon berdalih bahwa seharusnya merekalah yang memperoleh suara 
terbanyak. Namun, Termohon, KPU Kabupaten Yapen mengesampingkan hasil pemilihan yang seharusnya 
memenangkan Pemohon.  
 
Sementara itu, Pemohon Perkara nomor 57/PHP.BUP-XV/2017 mempermasalahkan status Paslon nomor urut 5 
(lima) yang berstatus sebagai ASN dan belum mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Hal ini 
tercantum jelas di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi, “Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan 
secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan 
calon peserta Pemilihan.” 
 
Persidangan tahap kedua untuk jawaban Termohon dan Pihak Terkait dilaksanakan pada Selasa (22/8). KPUD 
yang menjadi para Termohon pada perkara PHP Kada melalui Pieter Ell selaku kuasa hukum membantah dalil 
mengenai keterlibatan ASN yang didalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay. 
Selain itu, Pieter juga membantah adanya politik uang dan mobilisasi massa untuk memilih pasangan calon 
tertentu. “Belum ada rekomendasi Bawaslu terkait adanya keterlibatan ASN, mobilisasi massa dan coblos 
ganda,” ujarnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo menanggapi 
permohonan Nomor 56/PHP.BUP-XV/2017 tersebut. Sementara terkait permohonan Nomor 57/PHP.BUP-
XV/2017, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat selisih 
suara. “Pemohon hanya memperoleh sebanyak 1.588 suara, sementara Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai 
peraih suara terbanyak memperoleh 27.391 suara. Perbedaan selisih suara terlalu jauh,” jelas Heru Widodo 
selaku kuasa hukum Termohon lainnya. 
(ASF/Sri Pujianti/LUL)  
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